
































































































































CONTOH

Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan Bimbingan atau
Penyuluhan  Agama dan
Pembangunan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Jabatan
Unit Kerja

menyatakan bahwa :

Nama
NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Jabatan
Unit Kerja

LAMPIRAN VII

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA
DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

AGAMA

BERSAMA  MENTERI

DAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR

TANGGAL

: 574 TAHUN 1999
: 178 TAHUN 1999
: 13 OKTOBER 1999

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut

JUMLAH

JUMLAH

No URAIAN KEGIATAN TANGGAL | Spaon | vouve | ancka | KETERARGAR
KEGIATAN KREDIT BU
! 2 3 4 5 6 7
1
2
3
dst

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOH LAMPIRAN VIIi KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

Surat Pernyataan Melakukan AGAMA DAN KEPALA BADAN

Kegiatan Bimbingan atau KEPEGAWAIAN NEGARA

Penyuluhan  Agama  dan NOMOR : 574 TAHUN 1999

Pembangunan NOMOR 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA
DAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Jabatan

Unit Kerja

menyatakan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

JUMLAH JUMLAH
No URAIAN KEGIATAN TANGGAL S:Zgi“ VOLUME ANGKA KEL%?E?}? !
KEGIATAN KREDIT
1 2 3 4 5 5 7
1
2
3
dst

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOH LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BERSAMA  MENTERI

Surat Pernyataan Melakukan AGAMA  DAN  KEPALA  BADAN

Kegiatan Pengembangan KEPEGAWAIAN NEGARA

Profesi NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Jabatan

Unit Kerja

menyatakan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut ;

JOMLAR | JUMLAR

No URAIAN KEGIATAN TaneaL [ SOTUSN L vorome | ancka i ot
KEGIATAN KREDIT BUKTI FIS

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

dst

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................................................
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CONTOH

Surat Pernyataan Melakukan

Kegiatan Penunj

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Jabatan

ang

Unit Kerja

menyatakan bahwa :

Nama
NIP

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Jabatan
Unit Kerja

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BERSAMA  MENTERI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

AGAMA  DAN  KEPALA  BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR . 574 TAHUN 1999

NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

JUMLAH | JUMLAH
No URAIAN KEGIATAN TANGGAL SS;g:‘_N VOLUME | ANGKA KiLﬁ?ﬁgﬁ? !
KEGIATAN KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
]
2

dst

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOM LAMPIRAN XI  KEPUTUSAN BERSAMA  MENTERI
Penetapan Angka Kredit AGAMA DAN KEPALA BADAN
Penyuluh Agama KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

NOMOR:.....................
INSTANSI : MASA PENILAIAN: TGL .............. SDTGL ...
L DATA PERORANGAN
1. NAMA
2. NIP

NOMOR SERI KARPEG

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN *
ANGEKA KREDITNY A

PANGKAT/GOL RUANG/TMT

JABATAN /TMT

LAMA
MASA KERJA GOL

BARU

UNIT KERJA
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PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA

BARU JUMLAH

UNSUR UTAMA

& PENDIDIKAN

(1) Pendidikan sekolah dan memperoleh tjazah / gelar

(2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dan mendapat surat
tanda tamat pendidikan

b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan

¢. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan

d. Pengembangan profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG

PenunjangTugas Penyuluh Agama

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

I

Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan ............
pangkat ........ TMT .......

Asli disampaikan kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN

Tembusan disampaikan kepada

b

Penyuluh Agama yang bersangkutan

Pemimpin Unit Kerja Penyuluh Agama yang bersangkutan
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama/Instansi yang bersangkutan
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Pada wanggal
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MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA i(OORDINAT OR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR

BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

a. baliwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan nasional melalui bahasa agama dan
meningkatkan keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, dipandang
perlu adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara
penuh sebagai Penyuluh Agama;

b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan,
jabatan dan meningkatkan profesionalisme Penyuluh
Agama, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional
Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);



. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun [975 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana
telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 19);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun [980 tentang
Pengangkatan Dalam  Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3156);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenatkan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara 3545);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);



Memperhatikan :

Menetapkan

9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri Negara Koordinator;

10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemern,

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

1. Usul Menteri Agama Rl dengan suratnya Nomor MA/B-I1/2-
a/Kp.07.6/2221 tanggal 18 Agustus 1999,

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor K.26-25/V.16-46/18 tanggal 23 September
1999,

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  KOORDINATOR

BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN
ANGKA KREDITNYA.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada
masyarakat melalui bahasa agama.

2. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Agama dalam mengerjakan



butir rincian kegiatan yang digunakan sebagal salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatar/pangkat Penyuluh Agama.

3. Penyuluhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pembangunan nasional.

4. Melaksanakan penvuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menytapkan
program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan
penyuluhan dan mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan Penyuluh Agama.

5. Pemberian bimbingan dan konsultasi adalah kegiatan memberikan arahan yang
dilakukan Penyuluh Agama kepada masyarakat yang membutuhkan konsultas
dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat
beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.

6. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penila1 yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Agama.

BAB I
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam rumpun keagamaan
Pasal 3

(1) Penyuluh Agama berkedudukan pada instansi pemerintah sebagai pelaksana
teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan
kepada masyarakat.

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan
bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalut bahasa agama.



BAB III
BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas :

a.

Pendidikan meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh 1jazah/gelar;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bhidang penyuluhan agama dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan meliputi :

1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan,

2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan; '

4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan.

Pengembangan bimbingan atau penyuluhan meliputi :

1. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;

2. Perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau
penyuluhan; '

3. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan,

4. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan.

Pengembangan profesi meliputi :

1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;

2. Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan
agama;

3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.

Penunjang tugas Penyuluh Agama meliputi :

Mengajar atau melatih;

Mengikuti seminar atau lokakarya,

Menjadi pengurus organisasi profesi,

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama:
Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;

Menciptakan karya seni kaligrafy,

Menjadi anggota delegasi misi keagamaan,

Memperoleh penghargaan/tanda jasa;

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

R R

5



BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6
(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdin atas Penyuluh Agama Terampil dan
Penyuluh Agama Ahli.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :
1. Penyuluh Agama Pelaksana;
2. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan;
3. Penyuluh Agama Penyeha.

b. Penyuluh Agama Ahli, terdin atas :
1. Penyuluh Agama Pertama;
2. Penyuluh Agama Muda;
3. Penyuluh Agama Madya.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Terampil sebagaimana
dimaksud dalam avat (2) huruf a dari yvang terendah sampai dengan tertinggi.
yaitu ;

a. Penyuluh Agama Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang 1l/c;
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang 11I/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I1l/b.

¢. Penyuluh Agama Penyelia, terdir atas :

1. Penata, golongan ruang Ill/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang IIl/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b dari yang terendah sampai dengan tertinggi,
yaitu :

a. Penyuluh Agama Pertama, terdir atas :
1. Penata Muda, golongan ruang Iil/a;



2.

Penata Muda Tingkat I, golengan ruang 111/b.

b. Penyuluh Agama Muda, terdir atas :

1.
2.

Penata, golongan ruang Ill/c;
Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d.

c. Penyuluh Agama Madya, terdiri atas :

1.
2.
3.

Pembina, golongan ruang I'V/a;
Pembina Tingkat 1, golongan ruang [V/b;
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB YV

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Terampil sebaga) berikut :

a. Penyuluh Agama Pelaksana :

1.
2.

3.

Lo

Menyusun rencana kerja operasional;

Menyusun konsep tertulis matert bimbingan atau penyuluhan dalam
bentuk naskah;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan mefaln tatap muka kepada
masyarakat pedesaan;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalw tatap muka kepada
kelompok terpencil;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan- melalui pentas pertunjukan
sebagai pemain; _

Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluban;
Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

Melaksanakan konsultasi secara kelompok;

Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan :

1

2.
3.
4,

Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran,
Menyusun rencana kerja operasional;

Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
naskah;



8.
9.
10.
11.

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
poster;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada
masyarakat pedesaan;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan mielalur pentas pertunmjukan
sebagai pemain; '

Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan:
Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

Melaksanakan konsultas: secara kelompok;

Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

¢. Penyuluh Agama Penyelia :

1.

S

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Menyusun rencana kerja operasional;

Mengidentifikast kebutuhan sasaran;

Menyusun konsep program,

Membahas konsep program sebagai penyaji;

Merumuskan program kerja;

Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam
bentuk naskah;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tfatap muka kepada
masyarakat pedesaan;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melaluw pentas pertunjukan
sebagail pemain;

Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluban;
Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

Melaksanakan konsultasi secara kelompok;

Menyusun laporan hasil konsultast perorangan/kelompok;
Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan /
petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan; ,
Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk
pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Ahli sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama Pertama :

I.

W 1o

Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
Menyusun rencana kerja operasional;
Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk

naskabh;
Mendiskusikan konsep matert bimbingan atau penyuluhan sebagai

penyaji;



5. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
6. Melaksanakan bimbingan atau peiwvuluhan melalui tatap muka kepada
kelompok masyarakat perkotaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penvuluhan melalui tatap muka kepada
kelompok binaan khusus;
8. Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan;
9. Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan;
10. Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan
atau penyuluhan;
11. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penvuluhan:
12. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
13. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
14, Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok:
15. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan;
16. Mendiskusikan konsep petunjuk petaksanaan/petunjuk teknis bimbingan
atau penyulubhan sebagai penyaji;
17. Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan;
18. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajlan arah
kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat
penyempurnaan.

b. Penyuluh Agama Muda :

L.

Nownhkwn

Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok
sasaran,

Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran;

Menyusun rencana kerja tahunan;

Menyusun rencana kerja operasional;

Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas;

Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan;

Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam
bentuk naskah;

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
leaflet;

. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide;



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25,
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
booklet;

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
rekaman kaset;

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
rekaman video/film;

Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji:
Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan; .
Melaksanakan bimbingan atay penyuluhan melalui tatap muka kepada
kelompok generasi muda:

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada
kelompok LPM;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan
sebagai sutradara;

Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan
bimbingan atau penyuluhan;

Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan:
Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

Melaksanakan konsultasi secara kelompok;

Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;

Mengumpulkan bahan untuk penyusunan  pedoman bimbingan atay
penyuluhan;

Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan
atau penyuluhan;

Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai
penyaji;

Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan
atau penyuluhan sebagai pembahas;

Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah
kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan vang bersifat
pembaharuan;

Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan
metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informas; tentang pengembangan
metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan,
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¢. Penyuluh Agama Madya :

L

N

11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

18.
19.
20.
2].
22.
23,
24.
25,

26.

Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
Menyusun rencana kerja lima tahunan:

Menyusun rencana kerja operasional;

Mendiskusikar. konsep program sebagai narasumber;

Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
naskah:

Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagail penyaji;
Mendiskusikan  konsep materi  bimbingan  atau penyuluhan sebagai
pembahas;

Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai
narasumber;

Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhar melalui tatap muka kepada
kelompok cendikia;

Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi;
Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

Melaksanakan konsultasi secara kelompok;

Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok:

Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan:

Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai
pembahas;

Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagal narasumber;
Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan;

Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluban sebagai narasumber;

Menyusun  kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan
pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
Manganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan
pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan
pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau
penyuluhan yang bersifat penyempurnaarn;

Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
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27. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau
penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

28. Menganaiisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

29. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang
bersumber dari kitab suci;

30. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang
bersumber dar1 Hadist;

31. Menyusun tafsir tematis sebagal bahan bimbingan atau penyuluhan yang
bersumber dari kitab keagamaan;

32. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;

33. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di  bidang
penyuluhan agama;

34. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.

(3} Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia vang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan in.

(4) Penyuluh Agama Pertema sampai dengan Penyuluh Agama Madya vang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal &

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Agama yang sesuar dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dan (2), maka Penyuluh Agama lainnya yang satu tingkat di atas atau di
bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan sccara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan.

(2) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit
dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.
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(3)

4

(1)

(2)

3)

)

Pasal 10

Unsur kegiatan yang dinilal dalam memberikan angka kredit terdiri atas :

a. Unsur utama;

b. Unsur penunjang.

Unsur utama terdiri atas :

a. Pendidikan;

b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan;
c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan

d. Pengembangan profesi.

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh
Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufe.

Rincian kegiatan Penvuiuh Agama dan angka kredit masing-masing unsur
sebagauimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Penyuluh Agama Terampil
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 dan untuk Penyuluh Agama Ahl
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

Jumlah angka kredit kumulatif nminimal yang harus dipenuln oleh setiap
Pegawar Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jabatan/pangkat Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III dan untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut pada
Lampiran IV, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur utama ; dan -

c. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.

Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Agama
Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang [V/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurang
12 (dua belas) angka kredit dar1 kegiatan unsur pengembangan profesi.

Penyuluh Agama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
benkutnya.

Penyuluh Agama yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang
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(1

(2)

3)

(4)

)

didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal
dari kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan serta
pengembangan bimbingar. atau penyuluhan.

Pasal 12

Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat
Penata golongan ruang Ill/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan
Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang I'V/b dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya
memperoleh sebanyak-banyaknya 80 % (delapan puluh persen) dan jumlah
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tingg:,
yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi natk pangkat selama menduduki
jabatan fungsional Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat
Penata golongan ruang Ill/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan
Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat [ golongan ruang IV/b
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya
yang bersangkutan setiap tahunnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-
kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat
Penata golongan ruang Ill/c dan Penyuluh Agama Pertama sampal dengan
Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang [V/b dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat
mengumpulkan angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut
paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang I11/d, setiap
tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c,
setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20
(dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.
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(1)

@)

(1)

(2)

(1)

2)

Pasal 13

Penyuluh Agama yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya
ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhar agama dan pembangunan,
pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut

a. 60 % (‘enam puluh persen ) bagi penulis utama;

b. 40 % (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang, '

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

Penilaian terhadap prestasi kerja Penyuluh Agama oleh Tim Penilai dilakukan
setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif
minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Penilaian angka kredit Penyuluh Agama dilakukan 2 (dua) kali dalam satu
tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli,

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Penyuluh Agama Madya
dilingkungan Departemen Agama dan instansi lainnya.

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi bagi Penyuluh
Agama Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia, dan
Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.

¢. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama
Pelaksana.

d. Pimpinan Instansi di luar Departemen Agama bagi Penyuluh Agama
Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama
Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda di lingkungan instansi
masing-masing.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dibantu oleh :

a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Pusat bagi Sekretaris Jenderal
Departemen Agama yang sclanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
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(1)

(2)

3)

4)

b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Propinsi bagi Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Kabupaten/Kota bagi Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Kabupaten/Kota.
d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Instansi bagi pimpinan instansi di luar
Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilal Instansi.

Pasal 16

Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instanst terdini atas Pegawa) Negeri Sipil
dengan susunan sebagai ber kut :

a, Seorang ketua merangkap anggota;

b, Seorarg wakil ketua merangkap anggota,

c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi,
Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk Tim Penilai Pusat.

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Tim Penilai
Propinsi.

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota untuk Tim Pentlai
Kabupaten / Kota.

d. Pimpinan Instansi untuk Tim Penilai Instansi yang bersangkutan.

Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penila1 Kabupaten / Kota,

dan Tim Penilai Instansi adalah Penyuluh Agama dan atau pejabat lamn di

lingkungan Departemen Agama atau instansi Jain di luar Departemen Agama

dengan ketentuan :

a. Jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan atau pangkat
Penyuluh Agama yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh
Agama ; dan '

c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Penyulul Agama.

Masa kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten /

Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.
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Pasal 17

(1) Pegawai Negern Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim

(2)

Penilat Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam
2 (dua) masa jabatan berturut turut, dapat diangkat kembali dalam
keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1
(satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim
Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi vang ikut dinilai, Ketua
Tim Penilai  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 16 avat (1) dapat
mengangkat pengganti anggota Tim Pemiai.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilar Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim
Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilat Instansi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a.

M

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau Pimpinan Instansi di
luar Departemen Agama kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
sepanjang mengenal angka kredit Penyuluh Agama Madya di lingkungan
masing-masing.

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsit, sepanjang mengenai angka kredit
Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, Penyuluh Agama Penyelia, Penyuluh
Agama Pertama dan Penyuluh Agama Muda.

Kepala Seksi Penerangan Agama atau Penyelenggara Bimbingan Masyarakat

kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota, sepanjang.
mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana. ‘

Pimpinan Unit yang membawahi Penyuluh Agama kepada Pimpinan Instansi
yang bersangkutan, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama
Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama
Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.

Pasal 20

Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan
oleh Penyuluh Agama.
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(2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat
(1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenatkan jabatan/pangkal Penyuluh Agama sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
DALAM DAN DARIJABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan
Penyuluh Agama di lingkungan Departemen Agama ditetapkan dengan Keputusan
Menter1 Agama dan diluar Departemen Agama ditetapkan oleh Pimpinan Instansi
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah
melaksanakan tugas di bidang penyuluhan agama berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama dengan
ketentuan :

a. Untuk Penyuluh Agama Terampil harus memenuhi syarat:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang
I1/b; dan

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV;

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang I11/a; dan

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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a.

b.

Untuk Penyulul Agama Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran IV

keputusan in1; dan
Untuk Penyulul Agama Ahli sebagimana tersebut pada Lampiran V

keputusan ini.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Urtuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama seorang Pegawai Negerl
Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh
Agama Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

Berijazah serendah-rendahnya Diploma Il keagamaan;

Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
Telah mengikuti pendidikan dan  pelatthan  fungsional  di bidang
penyuluhan agama; dan

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam ! (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat sebagal berikut :

a.
b.
c.

d.

Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV keagamaan;

Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang I1l/a;

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan agama; dan

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Untuk menentukan jabatan Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama
Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka
kredit yang berasal dari pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan
profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama setelah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menctapkan angka kredit.
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(2)

Pasal 25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Penyuluh Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahli dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut

a. Memenuhi syarat sebagaimarma ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 24
ayat (1) dan atau ayat (2);
b. Memiliki  pengalaman dalam kegiatan penyuluhan agama sekurang-

+ kurangnya 2 (dua) tahun; dan
d. Usia setinggi-tingginya 35 (lima) tahun sebelum mencapal batas usia

pensiun dari jabatan terakhir vang didudukinya.

Pangkat vang ditetapkan bagt Pegawar Negeri Sipil sebagaimana dimaksuad
dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimibikinya, dan
jenjang jabatan Penyuluh - Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahh
ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawal Negeri Sipil
yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit yang diperoleh dart unsur pendidikan, bimbingan atau
penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau
penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Penyuluh Agama dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

a.
b.
c.

d.
€.

(1)

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama; atau

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin
sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau

Diberhentikan sementara sebagai Pegawar Negen Siptl; atau

Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 27

Penyuluh Agama yang telah selesai menjalani  pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan
semula.
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(2)

(1)

(2)
3)

Penyuluh Agama yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang
dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan yang diperolch selama tidak menduduki jabatan fungsional

Penyuluh Agama.
Pasal 28

Penyuluh Agama yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kecuali penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh

Agama.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.

Penyuluh Agama yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (3),
diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan
pengembangan karier, Penyuluh Agama dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau
jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Penyuluh Agama Terampil dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Agama Ahli, |
apabila Penyuluh Agama Terampil yang bersangkutan mempunyai ijazah pendidikan
Sarjana (S1) keagamaan.
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BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

(1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebth lanjut oleh Menteri
Agama dan Kepala Badan Kepegawatan Negara.

(2) Petunjuk teknis keputusan ini ditetapkan oleh Menter1 Agama setelah
berkonsultast dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan
Kepegawalan Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesvai lagi dengan
ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ;. di Jakarta
Pada tanggal : 30 September 1999

MENTER! NEGARA KOORDINATOR
NOAWASAN PEMBANGUNAN
HBUNAANAPARATUR NEGARA

(e <y
- //""_"'/\\‘: .
ey

(4]
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